
1 

jdih.pu.go.id 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       LAMPIRAN IV 

       PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  

       PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

       NOMOR   5    TAHUN 2022 

 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS  FISIK INFRASTRUKTUR  PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022 

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINATOR 

Sekretaris  Jenderal  
Cq. Kepala Pusat Fasilitasi 

Infrastruktur Daerah 

KETUA 

Menteri 

PEMBINA 

Inspektur 
Jenderal 

ANGGOTA 

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
2. Direktur Jenderal Bina Marga 
3. Direktur Jenderal Cipta Karya 
4. Direktur Jenderal Perumahan 
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi 
6. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 
7. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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 STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

Kepala Bidang fisik dan 
prasarana Bappeda 

Provinsi 

Ketua 

Kepala Bappeda 
Provinsi 

Anggota 

Kepala Dinas Teknis Kab/Kota 
1. Bidang Irigasi 
2. Bidang Jalan 
3. Bidang Air Minum 
4. Bidang Sanitasi 
5. Bidang Perumahan dan 

Permukiman 

Pengawas 

Inspektur Provinsi 

Anggota 

Kepala Dinas Teknis Provinsi 
1. Bidang Irigasi 
2. Bidang Jalan 
3. Bidang Air Minum 
4. Bidang Sanitasi 
5. Bidang Perumahan dan 

Permukiman 

Anggota 

Kepala Bappeda  
Kabupaten / Kota 

Pembina 

Kepala Unit Pelaksana Teknis 
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TAHAP PERENCANAAN :  

PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR  

 
 

 
 
 

Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat: 

• Latar Belakang Usulan dan Usulan Prioritas Utama 

• Data Teknis 

• Rekap Lokasi dan RAB 

• Kontribusi Terhadap Target Daerah (RPJMD, Prioritas 

Nasional) 
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       TAHAP PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN 

 

 

 
 

 

RAPAT TRIWULANAN TIM KOORDINASI DAERAH 

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 
oleh OPD dan Balai Besar/ Balai 

Koordinasi Triwulanan Kegiatan DAK 
Fisik Provinsi dan Kab/Kota 

  

Koordinasi Triwulan: 
a. Hasil evaluasi (sesuai kriteria) 

b. Rencana pengendalian 

pelaksanaan proyek; 

c. Pelaksanaan Kegiatan;dan 

d. Progres (Koordinat dan kondisi 0%, 

50%, 100% dalam bentuk foto).  

KRITERIA 

a. Progress fisik dan keuangan, serta keselarasan 

antara progress fisik dan progress keuangan per 

triwulan; 

b. Ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, Pemerintah 

Daerah terhadap realisasi fisik dan keuangan atas 
pekerjaan yang telah selesai atau pada akhir tahun 

anggaran; 

c. Capaian penyerapan dana, merupakan 

perbandingan antara realisasi total penyerapan 

dana per 31 Desember 2022 dan pagu alokasi, pagu 

sesuai rencana kegiatan, serta pagu sesuai kontrak 
dan/perjanjian kerjasama; 

d. Capaian keluaran, merupakan perbandingan antara 

realisasi keluaran kegiatan dan target keluaran 

kegiatan yang tercantum pada rencana kegiatan; 

e. Capaian hasil, merupakan  perbandingan antara 
realisasi hasil kegiatan yang terdiri atas capaian 

hasil jangka pendek dan capaian hasil jangka 

panjang; 

f. Dampak merupakan perubahan yang terjadi sebagai 

akibat dari hasil kegiatan; dan 

g. Keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan. 

 
Evaluasi 

 Tidak 

Ya 

Kinerja 
Tercapai 

Permasalahan 
dan tindakan 

perbaikan 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 


